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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Simpulan 

Pendidikan politik yang mengandung kesatuan antara dimensi ideal 

dan dimensi manifest prinsip berpancasila adalah penddikan politik yang 

tergambar dalam perilaku ”nyunda”. Pendidikan politik ditujukan agar 

masyarakat berpartisipasi politik dalam pembangunan. Pendidikan yang 

diselenggarakan bersifat non formal baik melalui peristiwa yang ditujukan 

untuk mendorong masyarakat agar terlibat dalam upaya 

mengimplementasikan budaya Sunda maupun kebijakannya untuk 

mendorong kemandirian. Temuan penelitian adalah 

perilakumemilihpemimpinmasyarakatPurwakartamerupakanakumulasidariber

bagaifaktor yang melatarbelakanginya, baik yang 

melekatpadadiripemilihbaiksecararasionalatau punirasional. 

SebagianbesarmasyarakatPurwakarta 

tidakmempersoalkanpemimpinnyamenggunakangayaataulandasanfilosofiSun

da. Masyarakatmenginginkanpemimpin yang mampumengatasimasalah-

masalahdalamkehidupansehari-

hariterutamamasalahekonomi.SecaraumumkepemimpinanSundadalamupayap

endidikanpolitikdipraktekansecara non 

formal.Berdasarkanhasilpenelitiandiperolehsimpulanbahwa: 

1. SikapkepemimpinanpolitikSundadalamkontekspendidikanpolitikBupati 

Purwakartamemilikisikappositifterhadappendidikanpolitik. Hal 

inidapatdilihatdariupayanyauntukmembangunkemandirianekonomi, 

mendorongkebanggaanidentitassebagai orang Sunda, 

kewajibanuntukmeningkatkanproduktivitasdenganpemanfaatansumberdayaal

amlokalsertabagipemilihpemula agar memilihkarenaalasanrasional. Dengan 

menggunakan pola kepemimpinan transformasional Bupati Purwakarta 

mentransformasikan nilai-nilai kesundaan pada masyarakat Purwakarta 

sebagai bagian dari proses pendidikan politik. Dengan pola kepemimpinan 
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transformsional Dedi Mulyadi mampu mempengaruhi, menginspirasi serta 

memotivasi masyarakat Purwakarta untuk menjaga dan melestarikan budaya 

Sunda yang merupakan ciri dari kepemimpinan Sunda.  

2. KredibilitaskepemimpinanpolitikSundadalamkontekspendidikanpolitik yang 

diperankan oleh Bupati Purwakarta bahwa 

Bupatidinilaimemilikikredibilitasuntukmendorongpendidikanpolitikbagiwarg

anya. Proses transformasi nilai-nilai kesundaan yang dilakukan oleh Dedi 

Mulyadi menguatkan kredibilitaasnya sebagai seorang pemimpin Sunda 

dimata masyarakat. Karakteristiksebagaipemimpin yang pésok 

(memikathatiataureueus/bangga), 

mampumemikathatibawahannyadanmerupakankebanggaanjugabagibawahann

yaterutama orang Sunda. Bupatidinilaimemilikijiwamupreruk 

(membujukdanmenentramkanhati). Dengan kredibilitas yang dimilikinya, 

masyarakatpercayabahwaDediMulyadidapatmendorongpendidikanpolitikbagi

warganyaterutamakesadaranpadawarganyauntukmengimplementasikanbuday

aSundadanmembangunkemandiriandengankembalikealam. 

3. KonsistensikepemimpinanpolitikSundadalamkontekspendidikanpolitik yang 

dilakukan oleh Bupati Purwakarta memperlihatkan bahwa 

BupatiPurwakartamemilikikonsistensidalammendorongpendidikan politik 

masyarakat Purwakarta dengan menggunakan nilai-nilai kesundaan. 

Upayamembangunkarakterbangsa yang 

berbudayaSundadiwujudkandengansecarakonsistenmenampilkansimbol-

simbolSundabaikdalamkeseharianmaupunkebijakannya. Dedi Mulyadi 

mentransformasikan nilai-nilai kesundaan secara konsisten kepada 

masyarakat Purwakarta sebagai bagian dari pendidikan politik. 

4. VisidanmisisertatujuankepemimpinanpolitikSundadalamkontekspendidikanpo

litik yang dirumuskan oleh Bupati Purwakarta bersama para stakeholder 

menggambarkan bahwa visiBupatiPurwakarta 

untukmendorongkemandiriansertatanggungjawabmelestarikanbudayaSundase

rtamengimplementasikannyadalamkehidupannyatatercermindalanvisinyayaitu 

“PurwakartaBerkarakter”. 
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Gunamenjalankanvisidanmisinyadalampendidikanpolitikbupatimemilikikecen

derunganuntukberperilakutransendingtotaliterdan otoriter 

terutamadalammengimplementasikangagasan, ide,danpemikiran yang 

berlandaskannilai-nilaiSundakepadamasyarakat. Hal iniditujukan agar 

masyarakatmelihatbuktikebenaranfilosofitersebutkemudiantumbuhkesadarann

yatentangkemandirian, budayaSunda, 

hak,dankewajibannyasebagaiwarganegara. 

 

B. Saran 

1. Gunamendorongkeberhasilanpendidikanpolitikmakapendidikanpolitikperl

udiformalkanterutamapadakelompokpemilihpemula agar masyarakat 

terdidik secara 

politik.Sedangkanupayauntukmendorongkesadaranmengenaihak dan 

kewajibansebagaiwarganegara yang harusmengimplementasikanfilosofi 

yang bersumberpadabudayabangsadilakukansecara non formal baikmelalui 

program budayamaupunperistiwabudaya. 

2. Mengingatpentingnyapendidikanpolitikbagimasyarakat,makasebagaikepal

adaerahseyogyanyadapatmendorongpendidikanpolitik secara lebih intensif 

yang diselenggarakanolehpartaimaupunpihak-pihakterkait. Pendidikan 

politik yang dilakukan oleh kepela daerah atau pun pihak-pihak terkait 

porsi dan caranya disesuaikan dengan tingkat pengetahuan masyarakat dan 

dilakukan dengan cara-cara terdidik. Agara masyarakat tertarik dan tidak 

kebingungan dalam menerima pendidikan politik yang diselenggarakan 

serta dapat menghapus anggapan yang selama ini ada di masyarakata 

bahwa “politik itu jahat”. 

3. Pendidikan politik harus dilakukan secara konsisten dan terus menerus. 

Karena pendidikan politik itu bukan hanya terletak pada aspek milih-

memilih namun lebih dari itu. Pendidikan politik mencakup segala aspek 

kehidupan. Pendidikan politik yang baik akan menghasilkan masyarakat 

yang baik yang terdidik secara politik.   
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4. Proses perwujudan visi, misi serta tujuan, dan pelaksanaan kebijakan yang 

dilakukan oleh Bupati Purwakarta seharusnya tetap melibatkan dan 

mempertimbangkan kondisi masyarakat. Jangan langsung diterapkan 

meskipun pada dasarnya untuk kepentingan masyarakat, Bupati 

Purwakarta harus melakukan sosialisasi dan pengkajian terlebih dahulu 

sebelum diterapkannya sebuah kebijakan, karena hal itu merupakan bagian 

dari pendidikan politik bagi masyarakat.  

 


